
 

 

 

BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR 66 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG 

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI 

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan 

Pembangunan dan Perolehan Rumah, perlu mengubah 

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2024 tentang 

Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2024 

tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3566); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6881); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 205) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

230). 

  



 

 

  

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG 

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 

Tahun 2024 tantang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 77) 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan. 

(2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan: 

a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau 

b. penghasilan orang perseorangan yang kawin. 

(3) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan 

seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah 

dan/atau hasil usaha sendiri. 

(4) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seluruh 

pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, 

dan/atau hasil usaha gabungan suami istri. 

(5) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah 

dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran 

penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang. 

(6) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) merupakan seluruh pendapatan bersih yang 

bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. 

(7) Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) di Daerah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

  



 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 10 November 2025 

BUPATI KEBUMEN, 

 

 ttd. 

 

LILIS NURYANI 

 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 10 November 2025 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 

EDI RIANTO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 67 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, 

 

ttd. 
 

AKHMAD HARUN, S.H. 
Pembina Tk. I 

NIP 19690809 199803 1 006 
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